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ABSTRAK

Ketentuan-ketentuan alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang nomor 2 tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dirasa tumpang tindih dengan
ketentuan-ketentuan dasar alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi dalam PPHI
dapat dikatakan sebagai upaya hukum untuk melanjutkan penyelesaian perselisihan ke jalur
litigasi, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial. Hal tersebut berbeda dengan konsep
mekanisme mediasi secara umum, yaitu mediasi menjadi metode alternatif penyelesaian
sengketa yang menyampingkan penyelesaian secara litigasi. Dengan persamaan ruang lingkup
sengketa, yaitu sama-sama sengketa yang bersifat perdata, kedua peraturan tersebut harus
diselaraskan dan dilakukan penataan kembali mekanisme mediasi dalam peraturan

perundang-undangan alternatif penyelesaian sengketa.

Kata kunci: PPHI, Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa.
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BAB 1

1.1. Latar Belakang

Pembinaan hubungan industrial dan peningkatan perlindungan kerja merupakan sesuatu
yang penting dalam rangka pengembangan pembangunan nasional dalam sistem hubungan
industrial yang menekankan pada kemitraan dan kesamaan kepentingan. Hal tersebut dapat
memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal melindungi hak-hak
dan kepentingan tenaga kerja, menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi menciptakan hubungan kerja yang harmonis, menciptakan ketenangan
berusaha, meningkatkan produktivitas perusahaan, meningkatkan kesejahteraan pekerja
dan keluarganya, memberikan kepastian hukum bagi pekerja, dan pada akhirnya

mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera.t

Pada kenyataannya menciptakan hubungan industrial yang harmonis tidaklah mudah.
Walau pekerja dan pengusaha telah banyak mengupayakan, sering kali bukannya tercipta
hubungan industrial yang tenang, dalam arti tenang bekerja dan tenang berusaha tetapi
malah keteganganlah yang sering timbul dalam pelaksanaan hubungan industrial tersebut.
Ketegangan antara pekerja dan pengusaha sering memicu terjadinya perselisihan hubungan
industrial yang diakibatkan karena banyaknya kepentingan yang saling bertentangan.
Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya
seseorang merugikan orang lain dan dalam kehidupan bersama konflik itu tidak
dihindarkan.?

Di era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial semakin berkembang dan
kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan

hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah, , sehingga perlu ditetapkan model

1 Wawasan Yuridika, MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM HUKUM
KETENAGAKERJAAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004, Vol. 1 No. 1 Maret 2017,
Hal 1-23

2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1996, him. 4.
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penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang yang
dapat mengakomodir penyelesaian semua bentuk perselisihan hubungan industrial, baik
secara litigasi maupun non litigasi, seperti halnya dalam hubungan industrial apabila terjadi
perselisihan. Oleh karena itu, telah lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU PPHI).

Namun, ketentuan-ketentuan alternatif penyelesaian sengketa dalam UU PPHI dirasa
tumpang tindih dengan ketentuan-ketentuan dasar alternatif penyelesaian sengketa dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (selanjutnya disebut UU AAPS). UU AAPS mengatur penyelesaian sengketa atau
beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah
mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau
beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan

diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.®

Menurut pasal 6 ayat 1 UU AAPS, sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan
oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik
dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dalam
penyelesaian perselisinan hubungan industrial, UU PPHI menegaskan dimungkinkannya
penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Hubungan Industrial, apabila para pihak gagal
menyelesaikan perselisinan melalui metode alternatif. Terdapat arti dari kata alternatif
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah pilihan di antara dua atau beberapa
kemungkinan.* Yang dimaksud sebagai alternatif, ialah pilihan metode penyelesaian

sengketa selain melalui Pengadilan.

Menurut pasal 5 UU PPHI, dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak
mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada
Pengadilan Hubungan Industrial. Maka dari itu, dapat disimpulkan mediasi dalam PPHI

menjadi suatu upaya hukum untuk melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan

3 Lihat Pasal 2 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.web.id/alternatif
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industrial di Pengadilan Hubungan Industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalui konsiliasi, yang mana setara dengan mediasi, harus ada sebagai pilihan
dari mediasi, bila salah satu pihak dalam perkara ingin melanjutkan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial.®

Dengan adanya inkonsistensi dari dua pengaturan yang berbeda dalam peraturan
perundang-undangan PPHI diperlukan penelitian mengenai masalah-masalah tersebut dan
Penulis akan memberikan analisa apakah UU PPHI saling tumpang tindih dengan UU
AAPS dan apabila terdapat tumpang tindih, apakah perlu penataan mekanisme mediasi
dalam peraturan perundang-undangan PPHI di masa depan. Masalah yang akan diteliti
sebatas mediasi dalam UU PPHI dan UU AAPS. Penelitian ini berfokus pada arah
pembangunan hukum terhadap alternatif penyelesaian sengketa dalam PPHI, khususnya
mekanisme mediasi dalam PPHI. Maka dari itu, Penulis akan melakukan penelitian
terhadap masalah-masalah tersebut dengan judul “PENATAAN KEMBALI
MEKANISME MEDIASI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL UNTUK
PEMBANGUNAN HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL INDONESIA DI MASA DEPAN”

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, mediasi dalam UU PPHI memiliki aturan yang berbeda
dengan UU AAPS, walaupun keduanya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang
bersifat keperdataan. Adanya perbedaan tersebut memerlukan adanya penertiban dalam
sistem hukum di Indonesia mengenai mekanisme mediasi. Maka dari itu, muncul

pertanyaan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa sama-sama mengatur tentang mediasi. Namun mekanisme
tersebut diatur secara berbeda. UU PPHI menempatkan mediasi sebagai bagian dari
upaya hukum untuk dapat menggugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial,

5 Lihat pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
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sementara UU AAPS mengatur mediasi sebagai metode alternatif dari litigasi. Apakah
perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi aturan di dalam

hukum positif Indonesia tentang mediasi?

2. Secara teoritis, mediasi telah diakui sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa.
Perlukah dilakukan revisi terhadap UU PPHI, agar hukum Indonesia dapat lebih
konsisten dalam menempatkan mediasi sebagai bagian dari metode alternatif
penyelesaian sengketa?

1.3. Tujuan Penelitian

Didalam penulisan hukum ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok yang akan
dicapai di dalam pembahasan penulisan hukum ini. Adapun tujuan penulisan hukum ini

adalah:

1. Untuk menganalisa apakah Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial saling tumpang tindih dengan
Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa.
2. Untuk menganalisa apakah seharusnya pengaturan mekanisme mediasi dalam
Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial mengikuti pengaturan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Undang-
Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.
1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis



Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengembangan ilmu
pengetahuan untuk ilmu pengetahuan di bidang hukum dan sosial. Khususya
pada teori-teori mengenai penerapan hukum yang baik.

Manfaat Praktis

Dengan adanya skripsi ini akan memberikan informasi kepada masyarakat dan
Pemerintah Pusat maupun Daerah tentang perlunya pengaturan yang lebih jelas
mengenai mekanisme mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan

industrial.

1.5. Metode Penelitian

Penulisan akan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif/Yuridis Normatif, yaitu

penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,

literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian

langsung. Penelitian Yuridis Normatif (doctrinal legal approach), menurut Soerjono

Soekanto, yakni suatu metode penelitian yang dilakukan sepenuhnya menggunakan data

sekunder.® Yuridis Normatif memakai pendekatan yang menggunakan konsepsi legis

positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat

dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang

hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari

kehidupan masyarakat yang nyata.” Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer diperoleh dari sumber berikut ini:

a.
b.

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa;

Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Penyelesaian Sengketa;

Undang-Undang nomor 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial;

6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Universitas Indonesia, Jakarta, 1984) him. 53.
7 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988), him.
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e. Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman

f. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di
Pengadilan;

g. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor;
KEP.92/MEN /V1/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator

serta Tata Kerja Mediasi

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum
primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari
permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan
lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data

menggunakan internet.

3. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai
bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:

a. Ensiklopedia Indonesia;
b. Kamus Hukum;

c. Kamus bahasa Inggris-Indonesia;

o

Berbagai majalah maupun jurnal hukum.
e. Penelitian ini disebut juga sebagai ajaran murni karena adanya pengaruh hukum

alam dan ilmu lain yang sarat akan empiri.

1.6. Sistematika Penelitian
Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan
penelitian, identifikasi masalah, tinjauan pustaka singkat, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, metode dan teknik penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan dalam
penjelasan tentang mekanisme mediasi dalam peraturan perundang-undangan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial

Bab I1: Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial



Dalam bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan mengenai pengertian dan

mekanisme PPHI, serta jenis-jenis perselisihan hubungan industrial.
Bab I11: Mediasi Sebagai Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan teori mengenai mediasi sebagai
alternatif penyelesaian sengketa dan mediasi dalam peraturan perundang-undangan di

Indonesia

Bab IV: Penataan Mekanisme Mediasi Dalam Peraturan Perundang-undangan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Masa Depan

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan menganalisa penataan mekanisme mediasi
dalam peraturan perundangan-undangan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di

masa depan berfokus dengan pembentukan hukum alternatif penyelesaian sengketa.
Bab V: Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini, penulis akan menuliskan kesimpulan akhir dari hasil analisa yang telah
dilakukan oleh penulis. Melihat dari kesimpulan tersebut juga penulis akan memberikan
beberapa saran mengenai permasalahan yang sudah dibahas tersebut dan diharapakan juga
agar penulisan hukum ini berguna bagi masyarakat Indonesia dan Pemerintahan Indonesia

sendiri.





